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TENTANG 
DAFTAR ALOKASI PESERTA 

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU 
TENAGA GURU, TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN 
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TAHUN ANGGARAN 2024 

 

 
 

MENINDAKLANJUTI SURAT MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR B/3832/M.SM.01.00/2025 

TANGGAL 8 AGUSTUS 2025 HAL PENGUSULAN PPPK PARUH WAKTU DAN 

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 6 TAHUN 

2025 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2025 TENTANG TATA CARA PENETAPAN 

NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH 

WAKTU, MAKA DENGAN INI DISAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: 

1. BAHWA PESERTA YANG DIALOKASIKAN MENGISI KUOTA PPPK PARUH 

WAKTU TENAGA GURU, TENAGA KESEHATAN (MEDIS) DAN TENAGA TEKNIS 

DAPAT DILIHAT PADA LAMPIRAN PENGUMUMAN INI; 

2. BAHWA PESERTA YANG TIDAK DIALOKASIKAN  MENGISI KUOTA PPPK 

PARUH WAKTU TENAGA GURU, TENAGA KESEHATAN (MEDIS) DAN 

TENAGA TEKNIS TIDAK TERCANTUM DALAM LAMPIRAN 

PENGUMUMAN INI;  

3. BERDASARKAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN DI ATAS, MAKA PESERTA YANG DIALOKASIKAN 

MENGISI KUOTA PPPK PARUH WAKTU MELALUI PENETAPAN MENTERI 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI YANG 

SELANJUTNYA DIANGKAT MENJADI PPPK PARUH WAKTU SETELAH 

MENDAPATKAN PERSETUJUAN TEKNIS DARI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN 

NEGARA DENGAN TERLEBIH DAHULU MELENGKAPI BERKAS USUL 

PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK (NI PPPK) PARUH WAKTU. 
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4. SEHUBUNGAN DENGAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI 

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (NI PPPK) PARUH WAKTU, BAGI 

PESERTA YANG DIALOKASIKAN MENJADI PPPK PARUH WAKTU TENAGA GURU, 

TENAGA KESEHATAN (MEDIS) DAN TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN   

PEMERINTAH   KABUPATEN   KEPULAUAN   TANIMBAR TAHUN ANGGARAN 

2024 AGAR MENGISI DAFTAR RIWAYAT HIDUP (DRH) SERTA MENYAMPAIKAN 

KELENGKAPAN DOKUMEN SECARA ELEKTRONIK MELALUI 

https://sscasn.bkn.go.id. 

5. KELENGKAPAN DOKUMEN USUL PENETAPAN NI PPPK PARUH WAKTU TENAGA 

GURU, TENAGA KESEHATAN (MEDIS) DAN TENAGA TEKNIS ADALAH: 

a. PAS FOTO TERBARU MENGGUNAKAN KEMEJA PUTIH POLOS DENGAN 

LATAR BELAKANG MERAH. 

b. IJAZAH ASLI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENGANGKATAN PPPK 

PARUH WAKTU. 

c. TRANSKRIP NILAI ASLI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR 

PENGANGKATAN PPPK PARUH WAKTU. 

d. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN YANG DITANDATANGANI OLEH 

YANG BERSANGKUTAN DAN BERMATERAI, YANG BERISI TENTANG: 

1. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 

BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH 

MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN 

TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU 

LEBIH; 

2. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS 

PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT  SEBAGAI 

CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK 

DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA (TERMASUK 

BUMN/BUMD); 

3. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CPNS/PNS, PPPK ATAU 

ANGGOTA TNI/POLRI; 

4. TIDAK MENJADI ANGGOTA/PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU 

TERLIBAT POLITIK PRAKTIS; DAN 

5. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA 

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG 

DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH. 

https://sscasn.bkn.go.id/
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e. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) YANG 

DITERBITKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG 

MASIH BERLAKU (POLRES KEPULAUAN TANIMBAR). 

f. SURAT KETERANGAN KESEHATAN SEHAT DARI DOKTER YANG 

BEKERJA PADA UNIT PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH (RSUD dr. 

P.P. MAGRETTI SAUMLAKI). 

6. BAGI  PESERTA  YANG  DIALOKASIKAN SEBAGAI PPPK  PARUH WAKTU  TENAGA 

GURU, TENAGA KESEHATAN (MEDIS) DAN TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN ANGGARAN 2024 

AGAR: 

a. SEGERA MELAPORKAN DIRI PADA HARI SENIN 15 SEPTEMBER 2025 

PUKUL 08.00 WIT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR 

DENGAN MENGENAKAN PAKAIAN KEMEJA PUTIH POLOS, 

CELANA/ROK HITAM, KERUDUNG HITAM (BAGI YANG BERKERUDUNG) 

DAN SEPATU HITAM. KEGIATAN DIMAKSUD AKAN DIAWALI DENGAN 

APEL PAGI GUNA MENDAPATKAN ARAHAN TERKAIT PERSIAPAN 

PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP PADA SSCASN YANG 

DILAKSANAKAN MULAI TANGGAL  15 - 20 JULI 2025; 

b. PESERTA   DILARANG   MELAKUKAN   PENGURUSAN   DOKUMEN   

APAPUN SEBELUM MENGIKUTI APEL DAN MENDAPATKAN ARAHAN 

SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA HURUF a DI ATAS. 

 

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI, DAN ATAS 

PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH. 

 

 
DIKELUARKAN DI  : SAUMLAKI 
PADA TANGGAL     : 12 SEPTEMBER 2025 
 

 

PANITIA SELEKSI DAERAH 
PENGADAAN PEGAWAI ASN 
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR 
KETUA, 
 

 
 
 
 
 
 

Y. BATSERAN, S.Sos.,M.M 
Pembina Utama Muda 
NIP.196808091997031009 
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